
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O25 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2024 tenlang Harmonisasi Kebdakan Fiskal
Nasional disebutkan batrwa Penyelzrasan kebijakan fiskal pusat
dan Daerah dalam tahap pelaksanaan dilakukan dalam hal
terdapat arahan Presiden atau kesepakatan antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah
menindaklanjuti paling sedikit melalui perubahan APBD,
pergeseran anggaran dan/atau penyesuaian strategi
implementasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2O24 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Ta;rrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir
dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-undang...

Mengingat

{

Menimbang
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terltang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O24 tentang Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 6935);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64O2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahal
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1O0, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6883);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69O6);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 ter-tang
Pedoman Pengelolaal Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 754);

'I 7. Peratural. . .
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2O24 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 36) diubah sebagai trerikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapata-n Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp 1 .403. 17 1 .32O.I97 ,OO yang bersumtrer dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelatsanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O67);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2O2A i.rcntang
Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyrrsunan Anggaral Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O25 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O24 Nomor 648);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor O8, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tah.ur. 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2O24
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor
o6);

24. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 terfiafig tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024
Nomor 36);

MEMUTUSKAN:
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2 Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pasal 1O

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud clalam pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp. 1.23O.1 16.062.g2O,00 yang terdiri dari :

a. pendapatan transl'er pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp. 1.174.884.678.000,00.

(13) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)huruf b sebesar Rp. 55.231.38 4.876,00.

Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) pasal 1o diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

4

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 ayat (2) sebesar Rp. 1.230.1 16.062.87 6,0O yang terdiri dari:
a. dana desa;
b. insentif fiskal;
c. dana bagi hasil;
d. dana alokasi umum; dan
e. dana alokasi khusus.

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 197.663.406.000,00.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b sebesar
Rp. 6.7O9. iO9.OOO,0O.

(4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp. 23.882.085.oOO,O0.

(5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar
Rp. 7 42.47 4.824.000,00.

(6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp. 204. 1 55.254.O0O,O0.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1 ) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp. 55.231.3a 4.9Z6,00 yang terdiri dari:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan;

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 50.870.82 1.055,00.

(3) Bantual keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp.4.360.563.821,00.

5. Ketentuan...
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5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 direncanakan sebesar
Rp. 1.405.746.722.37 4,OO yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Ketentuan ayat (1), ayat {3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
direncanakan sebesar Rp 994.596.509.611,0O yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dal
c. belanja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 65a.688. 1 7 O.632,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 3 1 7. 1 62. 546. 233,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 22.7 45.792.7 46,00.

Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasa,l 16

{1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3f 7. 162.546.233,00 yang terdiri dari :

a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belana perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak

lain/ masyarakat;
f. belanja barang danjasa BOSP; dan
g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 72.339.4O5.489,OO.

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. I29.625.618. 146,00.

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 36.5O8.358.25 1,O0.

(5) Belanja...

7
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8 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa,l 17

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan
sebesar Rp. 22.7 a 5.7 92.7 46,00 yang terdiri dari:
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia;
b. belanja hibah dana BOS; dan
c. belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.2OO.0OO.OO0,OO.

(3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
d irencanakan sebesar Rp. 17.266.416.060,00.

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.O51.256.686,00.

Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 124.499.920.059,00 yang terdiri dari :

a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja moda,l gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 39. 1 28. 1 83. 1 50,00.
(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.756.366.868,00.
(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.772.133.242,00.

(5) Belanja...

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 43.279.7 50.96 1,OO.

(6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain / Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 4.59 1.547.366,00.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 19.64 1.7 41.O2O,OO.

(8) Belanja Bararg dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
gdirencanakan sebesar Rp. 1 1. 1 76. 1 25.0OO,OO.

9
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Pasai 19

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) direncanakal sebesar Rp 39.128.183.150,00 yang terdiri
atas:
a. belanja modai alat besar;
b. belanja modal alat angkutan;
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d. belanja modal alat pertanian;
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
f. belanja modal aiat studio, komunikasi, dan pemancar;
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belalja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
k. belanja modal alat keselamatan kerja;
1. belanja modal peralatan proses/produksi;
m. belanja modal rambu-rambu;
n. beianja modal pera-latan dan mesin BOS; dan
o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2\ Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 19O.O00.OO0,O0.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 8.766.592.OO0,00.

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufc direncanakan sebesar Rp. 856.973.750,00.

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 199.324. 188,00.

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Talgga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.78O.165.779,OO.

(71 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 523.855.990,00.

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 124.396.512,OO.

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h direncanakan sebesar Rp. 4 .O99.7 7 8. O2O,OO.

(1O) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp. 3.377.258.678,00.

(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufj direncanakan sebesar Rp. 2.755.660.000,00.

(12) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp. 39.47O.OOO,OO.

(13) Belarja...

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp. 8.723.236.7 99,O0.

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 1 2O.OO0.OOO,O0.

1O. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) sampai dengan ayat (11) Pasal
19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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(13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00.

(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I
direncanakan sebesar Rp 1.632.3 14.3 13,OO.

(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 8.397.393.92O,OO.

(16) Belanja Modal Peralatan darr Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1. 185.0O0.0O0,OO

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2O

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 47.756.366.868,00,00 yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 45.209.342.868,00.

(3) Belanja Moda1 Tugu Titik Kontroi/ Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp 2.547 .O24.0OO,0O.

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (41 direncanakan sebesar Rp. 2a.772.L33.242,OO yang terdiri
atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 14.868.756.659,00.
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 13.254.379.5 1 5,00.

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp 648.997.068,O0.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

PasaJ22

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimaia dimaksud dalam Pasal 18

ayat 1b1 direncanakan sebesar Rp. a '723.236-799,00 yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga; dan

c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
(2) Belanja...



9

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 191.480.799,00.

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
15.500.000,00.

(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.516.256.000,00.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 964.55O.8 12,O0.

(1) Anggaran beianja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 285.685.741.a92,OO yang terdiri dari :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1 1.790.329.192,OO.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dire ncanakan sebesar Rp 273.895.412.7OO,OO.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Tahun 2025 yang merupakan penerima€rn pembiayaan,
direncanakan sebesar Rp. 2.575.402.177,OO adalah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya delisit sebesar Rp 2.575.402.177,OO.

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 2.57 5.402.17 7,OO.

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkar dari Peraturan Bupati
ini.

18.

19.

20. Ketentuan. ..

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25



20.

2t.
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Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.
Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
tanggal 02 gon\ soas

o,

US GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
oe \ronl goas

S DAERAH UPATEN KARO,

TA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN . 39}! 
'TOTTAON 

...11...


